PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESTIA
NOMOR 10 TAHUN 1966
TENTANG
WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA,
Menimbang:

bahwa perlu ditetapkan peraturan tentang wajib simpan rahasia
kedokteran.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2)Undang-Undang Dasar 1945;

2. Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang
Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang lafal sumpah

dokter (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 69);

Mendengar:
Presidium Kabinet Dwikora yang disempurnakan.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
"PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN".
Pasal 1.

Yang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah segala sesuatu
yvang diketahui oleh orang-orang tersebut dalam pasal 3 pada waktu
atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran.

Pasal 2.

Pengetahuan tersebut pasal 1 harus dirahasiakan oleh orang-
orang yang tersebut dalam pasal 3, kecuali apabila suatu peraturan
lain vyang sederajat atau lebih tinggi daripada Peraturan
Pemerintah ini menentukan lain.

Pasal 3.

Yang diwajibkan menyimpan rahasia yang dimaksud dalam pasal 1

ialah:

a.tenaga kesehatan menurut pasal 2 Undang-undang tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1963 No. 79).

b.mahasiswa kedokteran, murid vyang bertugas dalam lapangan
pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan, dan orang lain
yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 4.

Terhadap pelanggaran ketentuan mengenai: wajib simpan rahasia
kedokteran yang tidak atau tidak dapat dipidana menurut pasal 322



atau pasal 112 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Menteri Kesehatan
dapat melakukan tindakan administratif berdasarkan pasal 11
Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan.

Pasal 5.

Apabila pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 4 dilakukan
oleh mereka vyang disebut dalam pasal 3 huruf b, maka Menteri
Kesehatan dapat mengambil tindakan-tindakan berdasarkan wewenang
dan kebijaksanaannya.

Pasal 6.

Dalam pelaksanaan peraturan 1ini Menteri Kesehatan dapat
mendengar Dewan Pelindung Susila Kedokteran dan/atau badan-badan
lain bilamana perlu.

Pasal 7.

Peraturan ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah tentang
Wajib Simpan Rahasia Kedokteran".

Pasal 8.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 1966.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 1966.
SEKRETARIS NEGARA,
MOHD. ICHSAN.
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1966
TENTANG

WAJIB SIMPAN RAHASTA KEDOKTERAN.
UMUM
Setiap orang harus dapat meminta pertolongan kedokteran

dengan perasaan aman dan bebas. Ia harus dapat menceriterakan
dengan hati terbuka segala keluhan yang mengganggunya, baik yang



bersifat jasmaniah maupun rohaniah, dengan keyakinan bahwa hak itu
berguna untuk menyembuhkan dirinya. Ia tidak boleh merasa
khawatir bahwa segala sesuatu mengenai keadaannya akan disampaikan
kepada orang lain, baik oleh dokter maupun oleh petugas kedokteran
yang bekerja sama dengan dokter tersebut. Ini adalah syarat utama
untuk hubungan baik antara dokter dengan penderita.

Pada waktu menerima ijazah seorang dokter bersumpah:

"Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui
karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter".

Dan sebagai pemangku suatu jabatan ia wajib merahasiakan apa
yvang diketahuinya karena jabatannya, menurut pasal 322 KUHP vyang
berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang ia
wajib menyimpan oleh karena Jjabatan atau pekerjaannya, baik yang
sekarang maupun vyang dahulu, dihukum dengan hukuman penjara
selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam
ratus rupiah".

"Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang vyang
tertentu maka ini hanya dituntut atas pengaduan orang itu".

Peraturan Pemerintah ini diperlukan untuk mereka vyang
melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran rahasia kedokteran yang
tidak dapat dipidana menurut pasal 322 KUHP tersebut atau pasal
112 KUHP tentang pengrahasiaan sesuaatu yang bersifat umum.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1.

Dengan kata-kata "segala sesuatu yang diketahui", dimaksud
Segala fakta yang didapat dalam pemeriksaan penderita,
interpretasinya untuk menegakkan diagnose dan melakukan
pengobatan: dari anamnese, pemeriksaan Jjasmaniah, pemeriksaan
dengan alat-alat kedokteran dan sebagainya. Juga termasuk fakta
yang dikumpulkan oleh pembantu-pembantunya.

Seorang ahli obat dan mereka yang bekerja dalam apotik harus
pula merahasiakan obat dan khasiatnya yang diberikan dokter kepada
pasiennya.

Merahasiakan resep-dokter adalah sesuatu yang penting dari
etik : pejabat yang bekerja dalam Apotik.

Pasal 2.

Berdasarkan pasal 1ini orang (selain dari pada tenaga
kesehatan) vyang dalam pekerjaannya berurusan dengan orang sakit
atau mengetahui keadaan sisakit, (baik) vyang tidak maupun yang
belum mengucapkan sumpah jabatan, berkewajiban menjunjung tinggi
rahasia mengenai keadaan sisakit.

Dengan demikian para mahasiswa kedokteran "kedokteran gigi,
ahli farmasi, ahli laboratorium, ahli sinar, bidan, para pegawai,
murid para medis dan sebagainya termasuk dalam golongan yang
diwajibkan menyimpan rahasia. Menteri Kesehatan dapat menetapkan,
baik secara umum, maupun secara insidentil, orang-orang lain yang
wajib menyimpan rahasia kedokteran, misalnya pegawai tata-usaha
pada rumah-rumah sakit dan laboratorium-laboratorium,



Pasal 3.
Cukup jelas.
Pasal 4.

Berdasarkan pasal 322 KUHP, maka membocorkan rahasia jabatan,
dalam hal ini rahasia kedokteran, adalah suatu tindak pidana yang
dituntut atas pengaduan (klachdelict), apabila kejahatan itu
ditujukan pada seseorang tertentu. Demi kepentingan umum Menteri
Kesehatan dapat bertindak terhadap pembocoran rahasia kedokteran,
meskipun tidak ada suatu pengaduan.

Sebagai contoh:

Seorang pejabat kedokteran berulangkali mengobrolkan di depan
orang banyak tentang keadaan dan tingkah 1laku pasien vyang
diobatinya.

Dengan demikian ia merendahkan martabat Jjabatan kedokteran
dan mengurangi kepercayaan orang kepada penjabat-penjabat
kedokteran.

Pasal 5.

Berdasarkan pasal ini Menteri Kesehatan dapat meminta kepada
instansi yang bersangkutan (umpama untuk urusan mahasiswa kepada
Departemen P.T.I.P dan sebagainya) agar mengambil tindakan
administratip yang wajar bilamana dilanggar wajib simpan rahasia
kedokteran ini.

Pasal 6.
Menteri Kesehatan membentuk Dewan Pelindung Susila Kedokteran
justru untuk mendapat nasehat dalam soal-soal susila kedokteran.
Pasal 7 dan 8.
Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966
YANG TELAH DICETAK ULANG
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